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KRITERIA
MINGGU KEMAMPUAN AKHIR METODE PENGALAMAN BELAJAR PENILAIAN BOBOT
KE YANG DIRENCANAKAN BAHA’\(I3|)<AJIAN PEMBELAJARAN WA(SK)TU MAHA SISWA DAN NILAI
(1) %) 4) (6) INDIKATOR (8)
)
1 Mampu memahami dan Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Agraria Ceramah, studi 3 x50 menit | Mendengar, mencatat, Kelengkapan
menjelaskan pengertian a. Pengertian hukum agraria dan kasus, pembelajaran | = 150 menit | pertanya dan menanggapi. kebenaran 5 %
tanah, agraria, hukum hukum tanah berpusat kepada atau 2 jam Membuat tugas mandiri baik penjelasan
ta_nah dan hukum agraria. b.  Sifat _dan Ruang Lingkup hukum mahasiswa 30 menit dari buku buku peraturan pf';\da vyaktu
Sifat dan ruang lingkup agraria d d diskusi
hukum agraria, hubungan c.  Hubungan politik hukum pertanahan perundang uncangan
politik hukum agraria dengan UUPA maupun artikel jurnal.
dengan UUPA
2 Mampu memahami dan Hukum tanah sebelum proklamasi Ceramah, studi 3 x50 menit | Mendengar, mencatat, Kelengkapan 5%
menjelaskan struktur kemerdekaan kasus, pembelajaran | = 150 menit | bertanya dan menanggapi. dan kebenaran
hukum zaman hukum a. Hukum Fanah yang dualistic dan berpusat I_<epada atau 2 jgm Membuat tugas mandiri baik tugas, Keaktifan
agraria lama sebelum pluralistic mahasiswa 30 menit dari buku buku peraturan dan kebenaran
proklamasi b. Hak hak penguasaan atas tanah P penjelasan
barat dan adat perundang undangan pada waktu
c.  Hukum tanah administrative maupun artikel jurnal. diskusi
pemerintah Belanda

3 Mampu memahami dan Hukum tanah setelah Proklamasi Ceramah, studi 3 x50 menit | Mendengar, mencatat, Kelengkapan 5%

menjelaskan usaha usaha Kemerdekaan kasus, pembelajaran | = 150 menit dan kebenaran




pemerintah dalam hukum a. Usaha usaha penyesuaian hukum berpusat kepada atau 2 jam bertanya dan menanggapi. tugas,
agraria setelah proklamasi tanah mahasiswa 30 menit Membuat tugas mandiri baik penjelasan
kemerdekaan b. Sejarah pembentukan UUPA dari buku buku peraturan pada waktu
perundang undangan diskusi
maupun artikel jurnal.
Mampu menjelaskan dan Hukum agraria Nasional Ceramah, studi 3 x50 menit | Mendengar, mencatat, 5%
menganalisis kedudukan a. UUPA sebagai hukum agraria kasus, pembelajaran | = 150 menit | bertanya dan menanggapi. Kelengkapan
UUPA sebggallhukunt: . nasm;)nal or ' berﬁus_at kepada atau 2 jam Membuat tugas mandiri baik dan kebenaran
agraria nasional, sumber . Sun_] er Sumber hukum agraria mahasiswa 30 menit dari buku buku peraturan tuge}s,
sumber hukum agrarian nasional d d penjelasan
nasional, dasar dasar c. Dasar dasar kenasionalan dalam perundang '_‘m gngan pada waktu
kenasional dalam UUUPA UUPA maupun artikel jurnal. diskusi
Mampu memahami dan Hukum Agraria Nasional Ceramah, studi 3 x50 menit | Mendengar, mencatat, 5%
menjelaskan a. Nilai nilai Pancasila dalam hukum kasus, pembelajaran | = 150 menit | pertanya dan menanggapi. Kelengkapan
) Ie;grariahnaksionalj dalam huk berﬁus_at kepada atau 2j§1m Membuat tugas mandiri baik dan kebenaran
. agrr:rri]a rl:a:irgn?al at dalam hukum mahasiswa 30 menit dari buku buku peraturan Lufnﬁiasan
c. Ketentuan ketentuan pokok dalam perundang P”d"?‘”ga” pada waktu
UUPA maupun artikel jurnal. diskusi
Mampu mengidentifikasi Hak hak penguasaan atas tanah dalam hukum | Ceramah, studi 3 x50 menit | Mendengar, mencatat, 5%
dan menganalisis hak hak tanah nasional kasus, pembelajaran | = 150 menit | pertanya dan menanggapi. Kelengkapan
pengudasaankata;zI talmah z. Hallz Bangsa berﬁus_at kepada atau 2 jgm Membuat tugas mandiri baik dan kebenaran
yang ditentukan dalam . Hak menguasai Negara mahasiswa 30 menit dari buku buku peraturan tugas,
UUPA c. Hak Ulayat d d penjelasan
d. Hak perseorangan atas tanah perundang gn gngan pada waktu
maupun artikel jurnal. diskusi
Mampu memahami dan Hak perseorangan atas tanah: Ceramah, studi 3 x50 menit | Mendengar, mencatat, 20 %
menjelaskan a. Hak hak atas tanah kasus, pembelajaran | = 150 menit | pertanya dan menanggapi. Kelengkapan
b. Hat jarlrjli(nan atas tanahh berﬁus_at kepada atau 2 jam Membuat tugas mandiri baik | dan kebenaran
c.  Hak milik Satuan Rumah Susun mahasiswa 30 menit dari buku buku peraturan tuge}si
penjelasan
Hak hak atas tanah sebagai lembaga hukum perundang gndgngan pada waktu
Hak hak atas tanah primer : maupun artikel jurnal. diskusi
a. Hak Milik
b. HGU
c. HGB
d. Hak Pakai
e. HakPengelolaan
uTsS
Mampu memahami dan Hak hak atas tanah sebagai lembaga hukum. Ceramah, studi 3 x50 menit | Mendengar, mencatat, Kelengkapan 10 %
menjelaskan Hak hak atas tanah skunder : kasus, pembelajaran | = 150 menit | pertanya dan menanggapi. dan kebenaran
t‘;‘- Eat sGev(\;a_ berﬁusgt kepada gtoau 2 jim Membuat tugas mandiri baik tuge}si
. ak Gadai mahasiswa meni : penjelasan
c. Hak Usaha Bagi Hasil dari buku buku peraturan pada waktu




d. Hak menumpang

perundang undangan
maupun artikel jurnal.

diskusi

10 Mampu memahami dan Hak atas tanah sebagai hubungan hukum Ceramah, studi 3 x50 menit | Mendengar, mencatat, Kelengkapan 10 %
menjelaskan konkrit kasus, pembelajaran | = 150 menit | pertanya dan menanggapi. dan kebenaran
a. Konversi hak hak lama berpusat kepada atau 2 jam Membuat tugas mandiri baik tugas,
b. Permohonan hak mahasiswa 30 menit dari buku buku peraturan penjelasan
c. Pembebanan hak pada waktu
d. Peralihan hak perundang undangan diskusi
e. Hapusnya hak : maupun artikel jurnal.
- Jangka waktunya berakhir
- Pelepasan hak
- Pencabutan hak
11 Mampu memahami dan Pendaftaran Tanah : Ceramah, studi 3 x50 menit | Mendengar, mencatat, Kelengkapan 5%
menjelaskan a. Landasan hukum dan pengertian kasus, pembelajaran | = 150 menit | pertanya dan menanggapi. dan kebenaran
b.  Asas dan tujuan berpusat kepada atau 2 jam Membuat tugas mandiri baik | tugas,
c. Obyek dan sistem mahasiswa 30 menit : penjelasan
d. Kekuatan pembuktian sertifikat dari buku buku peraturan pada waktu
e. Penyelenggara dan pelaksana perundang undangan diskusi
maupun artikel jurnal.
12 Mampu memahami dan Pendaftaran Tanah : Ceramah, studi 3 x50 menit | Mendengar, mencatat, Kelengkapan 5 %
menjelaskan a. Pendaftaran Tanah untuk kasus, pembelajaran | = 150 menit | pertanya dan menanggapi. dan kebenaran
pertamakali berpusat kepada atau 2 jam Membuat tugas mandiri baik tugas,
b. Pemeliharaan data pendaftaran mahasiswa 30 menit dari buku buku peraturan penjelasan
tanah pada waktu
c. Sanksi dan biaya pendaftaran tanah perundang H”d‘?‘”ga” diskusi
maupun artikel jurnal.
13 Mampu memahami dan Tata Guna Tanah : Ceramah, studi 3 x50 menit | Mendengar, mencatat, Kelengkapan 5%
menjelaskan a. Landasan hukum Tata Guna Tanah kasus, pembelajaran | = 150 menit | pertanya dan menanggapi. dan kebenaran
b. _I?rmsm grmsig Tat?_ Gt‘uréa Tan_?h A berﬁus_at kepada g:)au 2 jim Membuat tugas mandiri baik tuga_lsl,
c. ujuan dan Asas Tata Guna Tanal mahasiswa meni ’ penjelasan
d. Model Model Rencana Tata Guna dari buku buku peraturan pada waktu
Tanah perundang yndgngan diskusi
e. Instansi Tata Guna Tanah maupun artikel jurnal.
f.  Konsolidasi Tanah
14-15 Mampu memahami dan Landreform Ceramah, studi 3 x50 menit | Mendengar, mencatat, Kelengkapan 12,5 %
menjelaskan a. Latar belakang dan arti pentingnya kasus, pembelajaran | = 150 menit | pertanya dan menanggapi. dan kebenaran
landreform berpusat kepada atau 2 jam Membuat tugas mandiri baik tugas,
b. Pengerugn landreform mahasiswa 30 menit dari buku buku peraturan penjelasan
c. Konsepsilandreform pada waktu
d.  Tujuan landreform perundang yndgngan diskusi
e.  Prinsip prinsip landreform maupun artikel jurnal.
f.  Obyek obyek landreform
g. Cara pelaksanaan landreform
h.  Program program landreform
16 UAS
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